
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEI{YALURAN BERAS CADANGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan fenomena hujan es yang terjadi
pada tangga-l 3 sampai dengan 5 juni 2023 yang
menyebabkan kekeringan sebagian besar lahan pertanian
milik masyarakat rusak dan gagal panen yarg berdampak
terjadinya rawan pangan di Distrik Agandugume dan Distrik
Lambewi Kabupaten Puncak;

b. bahwa da-lam menangani bencana kekeringan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu melakukan upaya-upaya
penanganan darurat dengan menyalurkan bantuan beras
cadangan di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran
Beras Cadangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2023;

Mengingat : 1.

.)

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undalg Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Darurat Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang-Undang Nomor 1"2 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2O7l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tettang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peratural Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48281;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8291;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 15 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

12. Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah......./3
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tettang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2Ol8 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Darurat;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat
Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:lun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

19. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1O Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2023 Nomor 10);

Surat Pengantar Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :

180/o89/DINSOSP3A/VIII2023 Tanggal 25 Juli 2023
Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Provinsi
Papua Tengah tentang Penunjukan Tim Pelaksana
Penyaluran Beras Cadangan Pemerintah Provinsi Papua
Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Beras Cadangan
Pemerintatr Provinsi Papua Tengah Tahun Angatan 2023.
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Tim sebagairnana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membuat dan mempersiapkan administrasi yang
dibutuhkan dalam penyaluran beras cadangan
Pemerintah;

b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak
Perum Bulog Nabire dalam mengelolaan dan penyaluran
beras cadangan Pemerintah;

c. melaksanakan verifikasi dan investigasi usulan dan
kejadian kerawanan pangan akibat bencala sosial;

d. memonitor pelaksanaan penyaluran beras cadangan
Pemerintah tepat sasaran;

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Gubernur.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas berpedoman pada petunjuk teknis
Penyaluran Beras Pemerintah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaral Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2023 dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Jtuli2023

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/T"rD

RIBKA HALUK

ENI, SH, M.Si
199610 1001

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Frovinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masingyang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 101 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JULI 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEI{YALURAN BERAS CADANGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Penanggung Jawab
Ketua

Sekretaris

Anggota

S

Pj. Gubernur
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak PTT
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan
Satpol PP PPT

Plt. Kepala Dinas Kesehatan,Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
Plt. Kepa-la Bidang Rehabilitasi Sosial dan
Perlindungan Jaminan Sosial DINSOS P3A
PPT.
Yohn Wakerkwa, S.Sos., M.Si
Wartawan
Merius Wandik, S.Sos
Nixon Andoy

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
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6

sesuar
Plt. PALA

MENASE NI, SH, M.Si
NIP. 19 199610 1001
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